









Berdasarkan pembahasan diatas maka, kesimpulan yang diambil adalah 
sebagai berikut: 
1. Masyarakat asli Timika sejahtera apa bila ke empat belas (14) bidang 
tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan. 
2. Kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli 
Timika adalah, keterbatasan fasilitas pendidikan, jumlah guru,sarana 
medis, non medis, lemahnya infrasteruktur pendukung usaha, jalan, 
jembatan, kendaran tidak mengalami pertumbuhan dan peningkatan 
secara merata, aparatur Pemerintahan Papua yang tidak mewujud 
nyatakan kewenagan yang diberikan, Tidak terjadinya perlindungan 
terhadap eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak dasarnya, Terjadinya 
spekulasi dan manipulasi politik terhadap tanah ulayat dan tanah 
perorangan warga masyarakat hukum adat, Rendahnya komitmen sosial 
untuk mengatasi masalah-masalah sosial secara  konsisten dan 
berkelanjukan, Populasi penduduk di Kabupaten Mimika antara migran 
dan Orang Asli Timika tidak seimbang, yaitu 60:40, Kehadiran berbagai 
perusahan di Tanah Papua belum memberikan dampak afirmatif kepada 
Orang Asli Papua, Adanya kekerasan terhadap umat dari agama tertentu, 
Lemahnya pengawasan terhadap lembaga-lembaga sektoral strategis 
yang dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan peradilan 
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Khusus 
Papua dan Papua Barat, belum ada sikap transparansi mengenai 







pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan 
Orang Asli Papua secara sistematis, berkelanjutan, dan tidak terbendung. 
3. Upayamengatasi kendala-kendala dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat asli Timika adalah:Peningakatan fasilitas dan sarana 
prasarana pendidikan, Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan, 
peningkatan infrastruktur pendukung usaha, Perawatan berkelanjutan 
terhadap semua fasilitas umum yang sudah dibangun, Diselengrakan 
dialog Pemerintah Pusat dan Pemerintah serta Lembaga-Lembaga Tinggi 
Papua yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral dan dilakukan di 
tempat yang netral,Peningkatan perlindungan terhadap eksistensi 
masyarakat adat di Timika beserta hak-hak dasarnya, Semua tanah Adat 
menjadi Hak Milik Adat sebagaimana warisan leluhur Perdana  Manusia 
Papua dengan mengambil alih kembali semua Tanah yang sudah terjual 
sebagai akibat intervensi dan segera dilakukan sistem kontrak tanah atau 
bangunan, Tersedianya alokasi dana untuk penanggulangan masalah-
masalah sosial, Populasi penduduk migran ditarik kembali ke luar 
Kabupaten Mimika sebanyak 40% dari jumlah migran yang ada di 
Kabupaten Mimika agar orang asli Timika tetap menjadi mayoritas dan 
tetap menjadi tuan, Pencegahan pembuangan limbah perusahan PT. 
Freeport Indonesia, Pimpinan agama terus bersatu melawan kekerasan 
sebagaimana yang terjadi selama ini,  Adanya peningkatan partisipasi 
pengawasan terhadap lembaga-lembaga eksekutor yang sratergis yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga hukum dan peradilan sebagaimana 
yang diamanatkan oleh Undang-undang Otonomi Khusus Papua dan 
Papua Barat,Dilaksanakan sikap transparansi mengenai pemanfaatan atau 
realisasi keuangan Otonomi Khusus, Kesadaran pihak Pemerintah Pusat 
dan Orang Asli Papua, bahwa pelanggaran hak asasi Manusia mesti 











Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka, saran adalah sebagai berikut: 
1. Menyelenggarakan Dialog antara Pemerintah Pusat (Jakarta), Pemerintah 
Papua dan Orang Asli Papua. 
2. Harus membuat suatu lembaga pengawasan khusus yang bertujuan untuk 
mengawasi pelaksanaan anggaran Otonomi Khusus dengan cara: 
1) Memerintahkan kepada Pemerintah Papua untuk wajib melaporkan 
penggunaan anggaran Otonomi Khusus tiap tahun. 
2) Memerintahkan kepada Pemerintah Papua untuk bertanggungjawaban 
atas pelaksanaan kegiatan dari anggaran Otonomi Khusus. 
3) Meminta laporan dari Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat terhadap 
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